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Abstrak
 

[, <b>ABSTRAK</b><br>

Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan

Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor

kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan

permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar kantor PPAT, apakah

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum

terhadap PPAT. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan

tipe penelitian evaluatif. Dasar hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Wilayah

kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya yaitu

satu wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus

melakukannya di kantor PPAT yang penandatanganannya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor

PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT tetapi harus dengan alasan yang sah

sepanjang dengan kesepakatan para pihak. Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT dan Sumpah

Jabatan PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban PPAT. PPAT hanya memperoleh

kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai

PPAT.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Deed of Sale and Purchase is made by PPAT at Out of  PPATs Office, that declared null and void by a court

decision. Top of Form In fact, the development of modern society for all sectors of life based on the

agreement for the sake of effectiveness and efficiency. This raises the question of how the legal implications

of the PPATs deed made out of the PPATs Office, whether in accordance with the legislation in force, and

how the law protection of the PPAT. By using the method of research literature and the normative juridical

type of evaluative research. The basic of laws that made technical guidance in the discharge of PPAT is

Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Government Regulation No. 37 of

1998 on PPAT and the accomplishment regulations. PPAT jurisdiction in making the deed of land located in

the area of &#8203;&#8203;the Lands office the Regency / Municipality. PPAT have to make the deed must

be done in the PPATs office but possible to do at out of the PPATs office if one of the party can not present
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at the PPATs office however it must be a legitimate reason as far as have an agreement of the parties. For

every PPAT act about the PPATs Code of Conduct and PPATs Oath of profession that regulates of the

prohibition and obligation. PPAT only get the chance to apply for self-defense before the termination

decision as PPAT.]


